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Kabupaten Rokan Hilir 
Oleh: Asmadianti 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh 
Pegawai Kepenghuluan Siarang-arang dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dan bagaimana upaya aparatur pegawai Kepenghuluan Siarang-arang  
dalam meningkatkan pelayanan publik. Jenis penelitian skripsi ini adalah 
kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, 
diperoleh hasil dan kesimpulan: kendala yang dihadapi oleh aparatur pegawai 
Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dalam 
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pertama kedisiplinan yang 
masih menjadi permasalahan umum, dan kedua faktor pendidikan dan 
kemampuan yang rendah. Upaya aparatur Kepenghuluan dalam meningkatkan 
pelayanan publik, pertama tingkatkan pendidikan pegawai yang mana akan lebih 
hati-hati dalam merekrut serta menempatkan pegawai di kantor kepenghuluan, 
kedua adanya pengawasan yang dilakukan untuk aparatur agar dapat mentaati 
peraturan yang berlaku ketiga perlu adanya sanksi yang tegas yang diberikan 
kepada aparatur ketika melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan yang 
berlaku. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kepenghuluan merupakan suatu wilayah kecil yang dihuni oleh 
masyarakat hukum dalam suatu kesatuan dan memiliki batas-batas wilayah dalam 
kewenangan untuk mengurus dan mengatur seluruh kepentingan masyarakat yang 
bertempat tinggal di daerah tersebut yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015). 
Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan      
dan kepentingan masyarakat ssetempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewilayahan atau biasa disebut juga 
Dusun merupakan bagian wilayah dalam kepenghuluan yang merupakan 
pelaksana penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluaan. 
Kantor Desa atau biasa yang lebih dikenal dengan Kantor Kepenghuluan 
Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu 
instansi masyarakat yang berdiri di Desa atau Kepenghuluan Siarang-arang yang 
di buat oleh pemerintah. Istilah desa di wilayah Kabupaten Rokan Hilir disebut 
dengan Kepenghuluan, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan 





Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada 
masyarakat, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara  Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mana berisi kriteria-kriteria pelayanan 
yang baik yaitu berisi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, 
keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan 
waktu. 
Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat tidak dapat 
dihindari, sebab melayani masyarakat adalah kewajiban yang harus dijalankan dan 
dilaksanakan dengan baik dan benar, oleh sebab itu maka setiap permasalahan 
yang terjadi pada kasus pelayanan sudah semestinya pemerintah mencari solusi 
yang terbaik dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. 
Pada era globalisasi yang semakin modern ini dalam fenomena pengurusan 
surat menyurat yang dihadapi masyarakat luas terdapat permasalahan yang 
semakin sulit dalam mengurus surat-surat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan, 
Kepenghuluan merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah tertentu, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan hak asal-usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 






Pada kantor kepenghuluan ini menyelenggarakan pelayanan ditingkat 
kepenghuluan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di kepenghuluan 
tersebut seperti contohnya dalam hal surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai 
kantor kepenghuluan. Adapun salah satu contoh surat yang dikeluarkan oleh 
kantor kepenghuluan yang biasa dilihat salah satunya adalah surat Domisili yang 
sering dikeluarkan oleh pegawai kantor kepenghuluan untuk masyarakat atau 
mahasiswa yang memerlukan surat domisili untuk sebuah kepentingan yang 
bertempat tinggal diwilayah Kepenghuluan Siarang-arang, fungsi surat ini sebagai 
tanda bahwa benar masyarakat dan atau mahasiswa tersebut tinggal diwilayah 
Kepenghuluan Siarang-arang. 
Pelayanan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi 
pemerintah terutama pada tingkat kepenghuluan dalam memenuhi keinginan 
masyarakat sehingga aparatur dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dan aparatur harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan 
agar diharapkan mampu mendekati kualitas yang diinginkan masyarakat dan 
masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor 
kepenghuluan. Seperti pada pelayanan lainnya yang dapat kita temui atau biasa 
diberikan kepada pegawai terhadap masyarakat dalam hal surat menyurat. 
Pada hakikatnya manusia sangat membutuhkan pelayanan. Dapat 
dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan. 
Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas serta efektif 
dan efisien dari pemerintah, meskipun pada kenyataannya tuntutan tersebut sering 





terjadi selama ini selalu berbelit-belit, lambat, mahal dan juga melelahkan. Hal ini 
disebabkan bahwa masyarakat ditempatkan pada posisi (melayani) bukan 
ditempatkan pada posisi yang (dilayani). Pada kasus ini menimbulkan dampak 
dan citra buruk pada kualitas pelayanan publik. 
Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan pelayanan 
yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik dan prima, cepat dan 
tepat serta efektif dan efisien sangat diperlukan oleh masyarakat kepenghuluan. 
Aparatur pemerintah yang berada di tengah-tengah masyarakat harus mampu 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah merupakan subsistem 
dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangga desanya sendiri secara berdaya dan berhasil guna 
sesuai dengan perkembangan pemerintahan saat ini. Kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan di Kepenghuluan Siarang-arang dilaksanakan oleh aparatur 
kepenghuluan dengan jumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dengan Penghulu 
atau Kepala Desa beserta perangkat kantor kepenghuluan. 
Tabel 1.1: Kemampuan Pegawai dalam Pengoperasian Komputer 
Tingkat Pendidikan 
Pegawai 
Pengoperasian Komputer Jumlah 
Pegawai 
Bisa Tidak 
SMP/Sederajat - 4 Orang 4 Orang 
SMA/Sederajat 2 Orang 3 Orang 5 Orang 
S1 (Sarjana) 3 Orang - 3 Orang 
Jumlah 12 (Tiga Belas) Orang 





Pada Kepenghuluan Siarang-arang memiliki pegawai berjumlah 12 (Tiga 
Belas) Orang. Dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas pelayanan dalam 
mewujudkan pelayanan prima, pegawai diharuskan handal dalam mengoperasikan 
mesin computer. Pada fenomena yang terjadi pada lapangan, aparatur 
pemerintahan kepenghuluan tidak seluruhnya bisa dalam mengoperasikan mesin 
computer. Pada total yang bisa mengoperasikan computer hanya berjumlah 5 
(Lima) orang.  
Pada pengamatan penulis ketika melakukan observasi lapangan di kantor 
Kepenghuluan Siarang-arang pada tanggal 2 Januari hingga 15 Februari tahun 
2020, namun pada kenyataan yang teradi di lapangan adalah kulitas sumber daya 
aparatur desa yang masih rendah, hal ini dibuktikan dengan rendahnya 
kemampuan pegawai dalam mengoperasikan perangkat computer. 
Penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan akan semakin baik dan 
terarah apabila kinerja seluruh pegawai kepenghuluan dalam memberikan 
pelayanan yang terbaiknya dalam melayani masyarakat kepenghuluam tanpa kata 
lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa 
kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan prima. 
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Kepenghuluan 
Siarang-arang haruslah mengacu pada aturan pemerintahan yang ditetapkan atau 
yang diberlakukan. Oleh sebab itu, aparatur pemerintahan kepenghuluan 
diharapkan benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya selaku pegawai 





Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan salah seorang 
masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan untuk mendapatkan informasi 
sebagai informan penelitian yang menyatakan bahwa pelayanan di kantor 
kepenghuluan Siarang-arang terdapat kendala dalam pelayanan yang disebabkan 
kurang memahaminya pegawai dalam mengoperasikan perangkat computer serta 
masalah kedisiplinan pegawai. Masalah disiplin pegawai sangat penting, artinya 
terutama dalam upaya meningatkan dan percepatan mutu pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu maka pegawai kepenghuluan sebagai motor 
penggerak pembangunan sudah selayaknya melopori masalah disiplin, mengingat 
tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab perangkat kepenguluan yang sangat 
berat dan rumit. Maka pegawai kepenghuluan harus meningkatkan kemampuan 
dan kualitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. Tetapi masih sering terjadi 
permasalahan pada pegawai yang malas-malasan, kurang disiplin dan perilaku 
budaya kerja yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan yang tumpang tindih, sehingga sulit dipisahkan 
kedudukan dan wewenang antar instansi, prosedur kerja yang berbelit-belit dan 










Jenis pelayanan surat menyurat pada kantor Kepenghuluan Siarang-arang 
yaitu: 
1.2 Tabel Pelayanan Kantor Kepenghuluan Siarang-arang 
No Pelayanan Surat Persyaratan 
1 Pembuatan KTP sementara 
(resi) 
Fotocopy KK dan paas foto 
2 Pembuatan Formulir KK KK asli yang lama serta data diri yang akan 
ditambah atau yang akan di kurangi di dalam 
KK 
3 Pembuatan Formulir Akta 
Kelahiran 
Fotocopy KK, Surat dari Bidan atau Rumah 
Sakit dan fotocopy Buku Nikah orang tua 
4 Pembuatan pengantaran SKCK  Fotocopy KTP dan Fotocopy KK 
5 Pembuatan Surat Domisili Fotocopy KTP dan KK 
6 Surat Keterangan Usaha Kecil Fotocopy KTP dan KK 
7 Surat Pengantar Nikah Fotocopy KK dan KTP, Surat Keterangan 
dari Orangtua Surat pengantar KUA dan pas 
poto dari kedua pihak 
8 Surat Keterangan Ekonomi 
Lemah 
Fotocopy KK dan KTp beserta Slip Gaji 
Orangtua 
9 Surat Pindah Tempat Tinggal Fotocopy KK dan KTP 
10 Surat Keterangan Kematian Fotocopy KK dan data saat wafat 
Sumber:Kantor Kepenghuluan Siarang-arang, 2020 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah menjelaskan dengan 
sebenar-benarnya tujuan serta maksud dari pelayanan publik dijelaskan dengan 
hak, memeberikan pelayanan yang baik, terwujudnya perlindungan dan kepastian 
hukum bagi seluruh masyarakat. Dengan peran aparat kepenghuluan maka 
diharapkan tercipta dan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima agar 






Berikut adalah data Rekap Surat padda tahun 2018 hingga tahun 2020: 
1.3 Tabel Rekap Surat Pada Tahun 2018-2020 
No Tahun Surat Keluar Jumlah Surat Masuk Jumlah 
1 2018 Pembuatan KTP sementara 
(resi) 
83 Surat Panggilan 2 
Surat Undangan 12 
Pembuatan Formulir KK 71 Surat Rekomendasi 1 
Pembuatan Formulir Akta 
Kelahiran 
158 Jumlah 14 
Pembuatan pengantaran 
SKCK 
27   
Pembuatan Surat Domisili 63 
Surat Keterangan Usaha 
Kecil 
25 
Surat Pengantar Nikah 54 
Surat Keterangan Ekonomi 
Lemah 
75 
Surat Pindah Tempat Tinggal 38 
Surat Keterangan Kematian 
 
19 
  Jumlah 613   
2 2019 Pembuatan KTP sementara 
(resi) 
77 Surat Panggilan 15 
Surat Undangan 11 
Pembuatan Formulir KK 96 Surat Rekomendasi 9 
Pembuatan Formulir Akta 
Kelahiran 
94 Jumlah 35 
Pembuatan pengantaran 
SKCK 
52   
Pembuatan Surat Domisili 85 
Surat Keterangan Usaha 
Kecil 
35 
Surat Pengantar Nikah 70 
Surat Keterangan Ekonomi 
Lemah 
87 
Surat Pindah Tempat Tinggal 46 






3 2020 Pembuatan KTP sementara 
(resi) 
114 Surat Panggilan 7 
Pembuatan Formulir KK 126 Surat Undangan 11 
Pembuatan Formulir Akta 
Kelahiran 
112 Surat Rekomendasi 7 
Pembuatan pengantaran 
SKCK 
99 Jumlah 25 
Pembuatan Surat Domisili 91   
Surat Keterangan Usaha 
Kecil 
78 
Surat Pengantar Nikah 99 
Surat Keterangan Ekonomi 
Lemah 
88 
Surat Pindah Tempat Tinggal 22 
Surat Keterangan Kematian 16 
Jumlah 845 
Sumber: Kantor Kepenghuluan Siarang-arang, 2020 
Fakta yang terjadi dilapangan saat ini adalah masih sering sekali dijumpai 
kelemahan yang merupakan pelayanan aparatur Pemerintahan belum berjalan 
secara baik dan efektif. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yaitu 
pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, pada standar operasional pelayanan 
yang terjadi pada umumnya pembuatan surat selesai dalam jangka waktu satu hari 
dan bisa lebih pada pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran. Namun 
pada pembuatan surat yang umum bisa lebih dari satu hari pembuatan yang mana 
disebabkan proses yang lambat dan berbelit-belit, kurang adanya kepastian 
persyaratan pelayanan administrtif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam 
memperoleh pelayanan yang baik, pelayanan yang kurang efektif dan efisien, 
kurangnya keadilan yang diperoleh dalam memberikan pelayanan kepada 





pelayanan itu sendiri. Dalam hal lain ada beberapa masalah yang terjadi dimana 
pegawai kurang mumpuni dalam mengoperasikan computer dengan baik, 
peraturan yang diterapkan dan fasilitas pendukung di kantor kepenghuluan dalam 
melayani masyarakat. 
Berangkat dari pemikiran tersebut dikaitakan dengan fakta kondisi yang 
terjadi pada aparat Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten 
Rokan Hilir sebagai tempat penelitian. Kapasitas yang masih rendah merupakan 
bagian dari permaslahan yang terjadi di lapangan. Diantaranya masih belum 
optimalnya sebagai organisasi yang formal dalam tugas yang dilakukan sehari-
harinya dalam menyelenggarakan diklat sebagai bagian dari penyelenggaraan 
kepentingan publik maka diharapkan dan haruslah bekerja dengan mencapai hasil 
secara baik, efektif, efisien, transparan, dan saling mendukung. 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor 
kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, masalah dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepenghuluan Siarang-
arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir? 
2. Apa saja faktor penghambat dalam memberikan pelayanan pada kantor 





1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pelayanan yang diberikan pada kantor Kepenghuluan 
Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diukur dengan 
berdasarkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan pelayanan di 
kantor Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan 
Hilir. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 
kontribusi yang positif bagi seluruh pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dan dapat 
memperkaya teori-teori tentang Kinerja dalam Pelayanan Publik dalam 
Pemerintahan. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mammpu memberikan pengayaan 
dalam hal pengetahuan materi perkuliahan kebijakan publik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta 
pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pelayanan publik di 






1.5 Batasan Penelitian 
Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka 
dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut: 
1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada analisis kinerja pegawai yang 
dilakukan pada lokasi penelitian kantor kepenghuluan Siarang-arang 
Kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir. 
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan 
Pujud kabupaten Rokan Hilir. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori 
tentang Analisis Kinerja Pegawai. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 





BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Pada Bab IV ini menjelaskan kondisi Kantor Kepenghuluan Siarang-arang 
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menyangkut sejarah berdirinya, 
gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan aktivitas kantor. 
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada Bab V ini peneliti menjelaskan hasil pengelolaan data di lapangan, 
hasil penelitian di lapangan serta wawancara tentang Kinerja Pegawai 
Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kantor 
Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. 
BAB VI: PENUTUP  
Pada Bab VI ini merupakan penutup, dimana pada bab ini berisi 














BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Konsep Pelayanan Publik 
Pelayanan merupakan aktivitas seseorang, sekelompok, dan/atau 
organisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pemenuhan 
kebutuhan. Dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) 
mengemukakan bahwa pelayanan adala segala bentuk kegiatan pelayanan dalam 
bentuk jasa maupun barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat 
melalui dari aktivitas kerja orang lain. 
Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/atau pe;ayanan administrative yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik, segala sesuatu yang disediakan oleh 
pemerintah ataupun swasta. Pada umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi 
keseahteraan sosialseluruh masyarakat. 
Sementara itu pelayanan memiliki makna pengabdian yang mengutarakan 
efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanivestasikan 
sebagai yang melayani bukan yang dilayani, mendorong bukan menghambat, 
mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk 




Pelayanan yang memuaskan memiliki empat unsur yaitu: 
1. Pelayanan kemudahan dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan 
perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan. 
2.  Pelayanan yang memiliki unsur pelayanan yang wajar. 
3. Pelayanan yang merata dan adil dalam pelayanan terhadap kepentingan. 
4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan 
seseorang. 
Kelemahan pelayanan tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya suatu 
cara pelayanan di tingkat bawah. Ternayata masih banyak sekali kasus yang 
mempengaruhi begitu buruknya tata cara kerja dan birokrasi, seperti diinstansi 
pemerintahan banyak sekali terdapat kasus pegawai yang datang kekantor hanya 
untuk mengisi absensi kehadiran, sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 
harus diselesaikan menumpuk di meja kerja. 
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu 
merupakan sebuah proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara langsung 
dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 
Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya 






1. Faktor kesadaran pegawai yang berkecimpung dalam pelayanan, 
kesadaran disini berfungsi sebagai dasar acuan yang melandasi pada 
perbuatan atau tindakan yang berikutnya, kesadaran kerja itu bukan saja 
kesdaran dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab yang 
menyangkut penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat 
dalam usaha pemeliharaan sarana dan prasarana. 
2. Faktor aturan kerja yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu 
merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. 
Faktor ini menyangkut segala ketentuan baik yang ditulis maupun yang 
tidak ditulis yang berlaku dalam organisasi yang mengenai waktu kerja, 
cara kerja, kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas kerja, pemberian sankai 
terhadap pelanggaran kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang telah 
ditetapkan. 
3. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang 
menggambarkan hirarki tanggung jawab, pemberian kerja yang 
berdasarkan keahlian dan fungsinya. Masing-masing bagian sesuai dengan 
tugas yang telah ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi. 
4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat meningkatkan semangkat 
kerja yang tinggi. 
5. Faktor kemampuan dan keterampilan karena dapat ditingkatkan dengan 
pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, serta mengadakan 




6. Faktor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengakapan dan juga 
tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala alat 
kerja pendukungnya. 
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada satu produk secara fisik. 
Pelayanan yang baik terangkum pada satu produk pelayanan yang dikenal 
dengan nama service excellence yang meliputi: 
1. Keamanan adalah kemampuan penyedia pelayanan dalam menciptakan 
rasa aman kepada msyarakat dalam melakukan pelayanan. 
2. Kenyamanan adalah kemampuan penyedia pelayanan dalam menciptakan 
rasa nyaman kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan 
sehingga masyarakat merasa nyaman selama pelayanan dilakukan. 
3. Keramahan adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia 
layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa senang ketika 
dilayani. 
4. Ketepatan adalah kemampuan penyedia layanan untuk selalu memberi 
ketepatan terkait informasi, waktu, biaya, dan petugas pelayanan yang 






2.1.1 Prinsip Pelayanan Publik 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
terdapat didalamnya sepuluh butir prinsip pelayanan publik yang menjadi 
pedoman dalam instansi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat, berikut dijelaskan sepuluh prinsip pelayanan publik tersebut: 
a. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik. Unit 
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sangketa dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan 
tatacara pembayaran. 
c. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.  
e. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 
dan kepastian hukum. 
f. Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat 
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja pendukung lainnya yang memadai termasuk 




h. Kemudahan Akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 
teknologi telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan Pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan sepert parkir, toilet, 
tempat ibadah dan lain-lain. 
k. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pelayanan publik menurut Kepmen 
PAN No 25 tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan pemerima layanan, maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009 pasal 1 
menjelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan 






Sedangkan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara (1993), 
mengemukakan bahwa pelayanan aalah segala bentuk kegiatan pelayaan dalam 
bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan 
fungsi pegawai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum 
pemerintahan dalam pembangunan. Menurut Inu Kencana Syafiie (2003) ada tiga 
pokok unsur dalam pelayanan: 
a. Biaya relative harus lebih rendah; 
b. Waktu untuk mengerjakan relative cepat dan; 
c. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus. 
Jadi, pelayanan yaitu suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat 
hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki serta pelanggan dapat lebih 
berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau pelayanan. Dengan 
demikian hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai 
abdi masyarakat. Pelayanan itu adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan 
oleh seorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara langsung yang telah 
diatur dalam peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Di 
segala segi masyarakat membutuhkan pelayanan baik itu dalam bentuk jasa 
maupun barang. Pelayanan yang diinginkan masyarakat ialah pelayanan yang 
tanpa membedakan suatu sama lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan 





2.1.2 Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU No 25 Tahun 
2009 Pasal 4 
a. Kepentingan umum; 
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 
dan/atau golongan. 
b. Kepastian hukum; 
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 
pelayanan. 
c. Kesamaan hak; 
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan status ekonomi. 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 
dilaksanakan, baik oleh pemberi atau penerima pelayanan. 
e. Keprofesionalan; 
Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
bidang tugas. 
f. Pastisipasif; 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskrimatif; 







Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 
i. Akuntabilitas; 
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung 
jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
j.  Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 
27 Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 
keadilan dalam pelayanan. 
k. Ketepatan waktu; 
dan Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 
dengan standar pelayanan. 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan 
dilakukan secara tepat, mudah dan terjangkau. 
2.1.3 Standar Pelayanan Publik 
Pelayanan publik harus berdasarkan standar tertentu. Standar adalah 
spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan 
kegiatan. Dengan demikian, standar pelayanan publik dalah spesifikasi teknis 
pelayanan publik yang dibakukan sebagai patoka dalam melakukan pelayanan 
publik. Standar pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau persyaratan 
baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib 





Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan 
kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara 
pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik 
telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah 
dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan 
masyarakat. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang 
memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait 
hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang 
berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meberikan perlindungan 
dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, 
Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara 
maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya 





Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.  
Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan 
baik penyelenggara negara. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban 
memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi: 
a. dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pelayanan; 
b.  persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun admnistratif; 
c. sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 
d. jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 
e. biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat; 
f. produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 




g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi 
kelompok rentan; 
h. kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 
i. pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan 
kerja atau atasan langsung pelaksana; 
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya; 
k. jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan; 
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; 
n. evaluasi kinerja pelaksanan, penilaian untuk mengetahuai seberapa jauh 
pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan. 
Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses 
informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan 
menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat. Di 
samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat 
meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, 
penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah 




keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah 
pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan 
diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menunutut pengawasan 
masyarakat dalam penyelenggaraannya. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengatur sembilan hak 
masyarakat/pengguna pelayanan publik. Salah satunya, masyarakat berhak untuk 
mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Hak inilah yang menjadi bekal bagi 
masyarakat untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan 
publik. Tanpa pengaturan hak ini pun, sebenarnya fungsi pengawasan pelayanan 
publik telah melekat kepada masyarakat. Ini dikarenakan sumber pembiayaan 
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak 
yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil 
dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
2.1.4 Etika Pelayanan Publik 
Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi Aparat 
birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Etika birokrasi 
harus menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok dan 
organisasinya.Etika birokrasi harus diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang 
benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Perilaku aparat 
pemerintahan yang memiliki etika dapat tercemin pada sikap sopan dan 




unsur moral, sedangkan moral tersebut memiliki ciri rasional, objektif, tanpa 
pamrih, dan netral. 
Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik sudah 
sepantasnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk tindakan diskriminatif yang 
merugikan pengguna jasa lain. Etika pelayanan publik merupakan bidang etika 
terapan atau etika praktis. Dengan demikian, etika pelayanan publik tidak 
berkaitan dengan perumusan standar etika baru, tetapi berkaitan dengan 
penggunaan atau penerapan standar-standar etika yang telah ada. Jelasnya, etika 
pelayanan publik berkaitan dengan prinsip-prinsip atau standar-standar moral 
dalam menjalankan tanggung jawab peran Aparatur birokrasi pemerintahan dalam 
menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik.Etika pelayanan dalam 
kinerja pelayanan publik diperlukan sebagai bentuk adanya sikap tanggap dari 
Aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. Kepentingan 
pengguna jasa ditempatkan sebagai tujuan utama. 
Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalag apakah Aparatur 
pelayanan publik, pegawai negeri atau birokrasi telah mengambil keputusan dan 
berperilaku yang dapat dibenarkan dalam sudut pandang etika. Karena etika 
bersangkut paut dengan bagaimana agar manusia mencapai kehidupan yang baik, 
maka penerapan etika dalam konteks pelayanan publik dimaksudkan agar 
pelayanan kepada masyarakat oleh Aparatur birokrasi benar-benar memenuhi 




Etika pelayanan publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standart 
(kode etik), atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) 
yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator 
publik. Definisi Dwngardt tersebut menekankan etika pelayanan publik sebagai 
kode etik. Selain itu, Rohman, dkk (2010) mendefenisikan bahwa etika pelayanan 
publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-
kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang 
mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. 
2.2 Pelayanan Prima  
Nina Rahmayanti (2010) mengatakan bahwa layanan prima itu: 
a. Layanan prima adalah pelayanan yang baik dan melampaui harapan 
pelanggan; 
b. Layanan prima adalah layanan yang memilik khas kualitas (quality nice); 
c. Layanan prima adalah layanan dengan standar kualitas yang tinggi dan 
selau mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara 
konsisten dan akurat (handal); 
d. Layanan prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis 
(pritical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan. 
Menurut Sedarmayanti (2009) pelayanan prima adalah pelayanan yang 
diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai dengan standar 
pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, dan ramah). Dalam sektor publik, 




a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna jasa; 
b. Pelayanan prima ada bila terdapat standar pelayanan; 
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. 
d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas: masyarakat eksternal, dan 
masyarakat internal. 
Dalam buku Sinambela, dkk (2010) Aparat pelayanan hendaknya 
memhami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda 
perilaku pelayanan prima sektor publik, variabel yang dimaksud adalah: 
a. Pemerintah yang bertugas melayani; 
b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 
c. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 
d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 
e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam kegiatan pelayanan; 
f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 
dan asas pelayanan masyarakat; 
g. Manajemen dan kemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; 
h. Perilaku pejabat yang terlibat dlam pelayanan masyarakat, apakah 
masingmasing telah menjalankan fungsi mereka. 
Untuk mewujudkan pelayanan yang prima maka suatu organisasi harus 
memenuhi kepuasan dari pelanggannya (masyarakat). Agar kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan terwujud sebelumnya organisasi itu memahami siapa masyarakat 




2.3 Kepuasan Masyarakat 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei 
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang 
linngkup Survei Kepuasan Mayarakat dalam Peraturan ini meliputi:  
a. Persyaratan 
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
b. Prosedur 
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 
c. Waktu Pelayanan 
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
d. Biaya/tarif 
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada menerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarka kesepakatan antara penyelenggara dan 
amsyarakat. 
e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayana 
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hassil pelayanan yang diberikan 
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah dtetapkan.Produk 




f. Kompetensi Pelaksana 
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
g. Perilaku Pelaksana 
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
h. Maklumat Pelayanan 
Maklumat pelayanan adalag pernyataan kesanggupan dan kewajiban 
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan. 
i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan di tingkat lanjut. 
2.4 Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan ditentukan oleh seberapa baik sikap dan perlakuan 
penyelenggara instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya kepada masyarakat serta tingkat kepuasan masyarakat yang 
ditandai dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. 
Kualitas sebagaimana yang dinpertensikan merupakan perpaduan antara sifat dan 
karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan 
kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 
memenuhi kebutuhannya. Kualitas jasa adalah keunggulan yang diharapkan dan 





2.5 Faktor-Faktor Penghambat 
Pemerintahan kepenghuluan memiliki peran yang sangat penting dan 
signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam lingkungan masyarakat. 
Tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah bagaimana menciptakan 
kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat 
membawa warganya pada kehidupan masyarakat yang baik, sejahtera, tentram dan 
berkeadilan. Untuk mewujdkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk 
melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan kinerja birokrasi aparatur 
kepenghuluan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat harus berkualitas 
tinggi dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah benar-benar makin mengarah 
pada praktek good local governance bukan pada bad local governance. 
Dalam pemerintahan, aparat pemerintah diarahkan untuk menciptakan 
aparatur yang lebih baik, efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu 
melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik dengan dilandasi semangat dan sikap 
pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 
Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam 
melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi 
tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan 
dengan peraturan yang berlaku dan pertanggungjawaban pekerjaan pemerintahan 





Di era yang modern ini, aparatur pegawai kepenghuluan dituntut untuk 
menguasai ilmu teknologi berbasis komputer, menguasai penggunaan internet 
dengan baik, serta dapat menguasai website kepenghuluan. Pemerintahan saat ini 
mewajibkan setiap kepenghuluan untuk mempunyai website masing-masing untuk 
memberikan secara tertulis dalam website masing-masing kepenghuluan, supaya 
masyarakat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan di kepenghuluan 
tersebut. 
Namun pada kenyataannya, masih banyak para pegawai kepenghuluan 
yang belum menguasai beberapa hal yang sudah disebutkan diatas. Seperti yang 
dialami oleh pegawai Kepenghuluan Siarang-arang. Aparatur pegawai di 
kepenghuluan ini, yang menguasai komputer dan website masih bisa dihitung 
dengan jari. Dimana dari 13 pegawai kepenghuluan, hanya ada beberapa orang 
yang dapat menguasai secara keseluruhan mengenai komputer dan website. Hal 
ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 
1. Usia 
Usia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu benda atau 
makhuk, baik yang hidup maupun yang mati. Dalam hal ini, usia sangat 
mendominasi dari beberapa faktor yang lain, sehingga dalam melakukan suatu 
pekerjaan dapat dikatakan sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Tingkatan 
usia yang semakin tua mempengaruhi kinerja pegawai. Di era teknologi, pegawai 





2. Motivasi yang kurang. 
Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang 
melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang terjadi dilapangan, 
motivasi yang diberikan oleh Penghulu atau Kepala Desa Kepenghuluan Siarang-
arang dapat dikatakan sangat kurang. Sehingga membuat para pegawai 
Kepenghuluannya kurang bersemangat untuk mempelajari hal baru, seperti 
penggunaan komputer dan website yang seharusnya dalam penggunaannya harus 
sudah dikuasai oleh semua pegawai kepenghuluan. 
3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. 
Pelatihan adalah proses yang di desain untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan teknis, ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Pengembangan 
adalah proses meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam 
pengambilan keputusandan human relation. Maka dari itu, untuk menciptakan 
ekeftivitas pekerjaan, Penghulu atau Kepala Desa seharusnya mengadakan 
program pelatihan dan pengembangan. Hal ini bertujuan supaya para pegawai 
kepenghuluan tersebut dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien, 
tanpa mengganggu pekerjaan lainnya. Pelatihan dan pengembangan akan berguna 
bagi pengetahuan pegawai akan sistem pengoperasian sistem computer. Pelatihan 








Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya yaitu melalui 
beberapa faktor pendukung. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 
para anggota organisasi sangat jelas akan membawa organisasi tersebut untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Disamping itu, salah satu faktor yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan adalah konsultasi, untuk menilai proses 
konsultasi yang dilakukan yaitu melalui beberapa indikator yaitu dengan cara 
memberikan masukan, menerima keluhan serta memberikan penjelasan yang baik 
tentang apa yang dikeluhkan oleh para pegawainya. 
5. Fasilitas 
Salah satu faktor keberhasilan dalam mendukung dalam melayani 
masyarakat adalah fasilitas yang memadai untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal 
ini berlaku disetiap pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun 
swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung, baik dalam pembangunan, 
pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, tidak akan dikatakan berhasil 
apabila fasilitas yang diberikan sangat kurang. Fasilitas yang diberikan seperti 
pemberian fasilitas pendukung serta pemberian tenaga pembimbing. Pemberian 
fasilitas ini bertujuan supaya para pegawai kepenghuluan dapat menyelesaikan 
pekerjaan secara baik, tepat waktu dan tidak mengganggu pekerjaan lainnya, yang 






6. Kedisiplinan Pegawai Kantor Kepenghuluan 
Disiplin kantor kepenghuluan jika dikembangkan dan diterapkan dengan 
baik dan benar serta konsistensi dan konsekuensi maka akan berdampak positif 
bagi pegawai. Disiplin dapat mendorong mereka dalam hal bekerja dengan konkrit 
dan praktik hidup dikantor dengan hal-hal yang positif. Melakukan hal-hal yang 
lurus dan benar serta menjauhi hal-hal yang negative pula. 
Dengan pemberlakuan disiplin ini para aparat dapat beradaptasi dengan 
lingkungan yang baik itu, sehingga munncul sebuah kesinambungan dari dalam 
hubungan dengan orang lain. Namun, hal ini belum begitu optimal pelaksanaanya 
dan penerapannya sehingga menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi.  
7. Rendahnya Pendidikan Pegawai Kantor Kepenghuluan 
Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya 
manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual di dalam 
kepribadian manusia. 
Notoatmojo mengatakan bahwa pendidikan bagi suatu oraganisasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan 
tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang 





2. Hal ini terjadi karena sering seseorang menduduki jabatan tertentu bukan 
karena kemampuannya, melainkan karena tersedianya formasi. Oleh sebab 
itu, karyawan atau staf baru ini memerlukan penambahan kemampuan dan 
pemahaman yang mereka perlukan dalam jabatan yang mereka duduki. 
3. Dengan adanya kemajuan ilmu teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu 
organisasi atau instansi. Oleh sebab itu jabatan-jabatan yang dulu belum 
diperlukan, sekarang diperlukan. Kemampuan orang yang akan menempati 
jabatan tersebut terkadang tidak ada. Dengan demikian, maka diperlukan 
penambahan atau peningkatan kemampuan yang dperlukan oleh jabatan 
tersebut. 
4. Promosi dalam suatu organisasi atau instansi adalah suatu keharusan, 
apabila organisasi itu mau berkembang. Pentingnya sebuah promosi bagi 
seseorang adalah sebagai salah satu reward dan inseentive (ganjaran dan 
perangsang). Adanya ganjaran dan perangsang yang berupa promosi dapat 
meningkatkan prokdutivitas kerja bagi seorang karyawan. Terkadang 
kemampuan seorang kryawan yang ingin dipromosikan untuk menduduki 
jabatan ini masih belum cukup. Untuk itulah maka diperlukan pendidikan 
atau pelatihn tambahan untuk bekal pengetahuan. 
Di dalam masa pembangunan ini organisasi-organisasi atau instansi-
instansi, baik pemerintah ataupun swasta merasa terpanggil untuk 
menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para karyawanya agar diperoleh 




Upaya peningkatan kinerja pegawai kepenghuluan belum maksimalnya 
sistem pelayanan terhadap masyarakat disinyalir terjadi karena beberapa faktor, 
diantaranya ketidak jelasan pebagian tugas dan wewenang dalam suatu organisasi, 
berimplikasi terhadap ketidak jelasan pelayanan terhadap masyarakat 
kepenghuluan. 
Ketidak jelasan tersebut juga diakibatkan oleh adanya komunikasi yang 
kurang efektif antara masing-masing perangkat, sehingga menimbulkan 
kebingungan masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan. Banyak 
masyarakat yang mengeluh akibat buruknya pelayanan yang ada. Hal tersebut 
dikarenakan pegawai yang memberikan keterangan yang tidak jelas dan sulit 
dimengerti. 
Kendala lainnya, karena tidak terdapat kesatuan dan persamaan 
pemahaman mengenai suatu hal antara pegawai satu dengan yang lainnya dan 
mengakibatkan informasi yang diterima oleh masyarakat itu tidak jelas. Selain itu, 
pengalihan jabatan/tanggung jawab juga seringkali terjadi dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawab pegawai kepenghuluan, sehingga mengubah pola kerja 
yang membingungkan masyarakat. Meski telah ada spesifikasi jabatan, tidak 
menutup kemungkinan suatu tugas yang harusnya dilakukan oleh pegawai A 






Berdasarkan fakta dilapangan, pendidikan memang sangat berpengaruh 
didalam suatu pekerjaan hal itu terbukti dari kinerja mereka yang lambat dan tidak 
konsisten dalam bekerja. Salah satu upaya yang ditempuh saat ini yaitu melalui 
pendidikan, pelatihan serta pengembangan. Upaya yang dimaksud menjadi salah 
satu cara yang efektif untuk memberikan perkembangan terhadap kinerja pegawai 
Kepenghuluan Siarang-arang. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan serta 
pengembangan merupakan salah satu upaya yang sangat diperlukan oleh para 
pegawai kepenghuluan. 
2.6 Pandangan Islam 
Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha 
yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk 
atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini 
tampak dalam al-qur’an surah Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi:  
َن اْْلَْرِض ۗ وَ  آٰ اَْخَرْجنَا لَُكْم مِّ ا اَْنفِقُْوا ِمْن طَيِّٰبِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ُموا ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ َْل تَيَمَّ
ٰٓ اَْن تُْغِمُضْوا فِ  َ َغنِيٌّ َحِمْيٌد اْلَخبِْيَث ِمْنهُ تُْنفِقُْوَن َولَْستُْم بِٰاِخِذْيِه اِْلَّ
ا اَنَّ ّللٰاٰ ْيِه ۗ َواْعلَُمْوٰٓ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 






Apabila jika dikaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi 
saat ini maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa pejabat birokrat hendaknya 
melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia 
memperlakukan dirinya sendiri. para pejabat publik perlu memahami bahwa 
dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang perlu diperhatikan secara serius 
adalah perilaku birokrat sebagai pelayan masyarakat, dimana perilaku baik atau 
tidaknya kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh perilaku layanan publik 
itu sendiri. beberapa bentuk perilaku yang sering terjadi dikalangan pelayanan 
publik diantaranya perilaku seperti mempersulit, superior, maupun pengabaian 
yang kesemuanya adalah termasuk perilaku yang menyimpang dari prosedur yang 
telah ditetapkan dalam pelayanan publik.  
Sebagai negara mayoritas islam di Indonesia menjalankan syariat islam 
sebagai seorang yang beragama islam merupakan hal yang sangat penting dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu birokrat sebagai ujung 
tombak pelayanan publik perlu memahami hakekat tugas dari tugas yang 
diembannya. Dan dalam menjalankan tugas keseharian perlu menjadikan sifat 
Rasulullah S.A.W sebagai suri tauladan oleh para birokrat. Keempat sifat itu 
diantaranya: Shiddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh 
(menyampaikan), Fathonah (cerdas). Demikianlah empat sifat Rasulullah S.A.W 
yang patut dijadikan suri tauladan bagi siapa saja yang mengemban tugas sebagai 
pelayan atau pejabat publik, apabila birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah 
S.A.W tentunya akan dapat berwujud pelayanan publik yang berkualitas seperti 




Dalam hadist juga ada di jelaskan mengenai standar pelayanan yang harus 
di berikan kepada sesama manusia, dalam konteks ini maka akan dicantumkan 
hadist yang menjelaskan tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur 
kepenghuluan Siarang-arang kepada masyarakat. Rasulullah bersabda dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA: 
لَنْفسِ  يُِحبُّ ْل يُؤِمُن أحُدكم حتى يُِحبَّ ألخيه ما   
Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya 
sendiri”. (HR.Bukhari). Inti hadits ini adalah  “perlakuan saudara anda seperti 
anda memperlakukan diri sendiri”. kita pasti ingin diperlukan dengan baik, kita 
pasti ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, maka 
aplikasikanlah keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang lain.  
Jadi jika dikaitkan dengan kualitas pelayanan dari hadits ini para birokrat 
yang telah mendapatkan amanah dalam hal pelayanan atau memberikan pelayanan 
kepada masyarakat harus melayani dengan baik atau diperlakukan dengan baik 
seperti diri sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas menjadikan sistem kinberja 
yang optimal pula sehingga menjadikan kinerja aparatur kepenghuluan menjadi 
optimal dan diharapkan mendapatkan berkah sehingga rezeki yang dihasilkan dan 
yang diberikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal. 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Dilihat dari pendekatan melalui penelitian pada sebelumnya atau terdahulu 
(jurnal) diantaranya dapat dilihat melalui tabel penjelasan yang penulis muat. 
Sumber informasi yang penulis angkat merupakan Penelitian Terdahulu yang akan 
menjadi acuan dan sumber informasi yang dilakukan untuk penelitian selanjutnya 
yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil 




2.1 Table jurnal penelitian terdahulu 
No Nama dan 
Tahun 
Penelitian 


























waktu, biaya, SDM, 
sarana dan prasarana 
serta pelayanan dan 
kepastian hukum 
pelayanan masih 





































































2.8 Perbandingan Penelitian 
A. perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Martin Saputra yaitu metode penelitiannya semi kuantitatif yang penarikan hasil 
yang menjelaskan secara terperinci menggunakan persentase, serta struktur 
organisasi menjadi faktor penghambat. 
B. perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Andi Apriansyah yaitu variabel yang mengangkat konsep kemampuan aparat 
desa, dan lebih terfokus pada administrasi desa yang mana berisi data tentang desa 
bukan pada administrasi pelayanan publik. 
C. perbedaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Arizki Afrizal Ahmad yaitu bentuk pelayanan yang berbentuk administrasi dan 
non administrasi, variable pada penelitian Arizki Afrizal Ahmad memuat kinerja 
pemerintahan. 
2.9 Definisi Konsep 
Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sikap Pegawai merupakan segala tindakan dan perbuatan yang 
berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap 
merupakan pernyataan evaluative terhadap segala sesuatu, bisa berupa 
objek, orang ataupun peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang 
terhadap sesuatu. Sikap mempunyai tiga komponen utama, yaitu 




2. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang 
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu 
memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Dapat juga 
dikatakan mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-
langkah, keputusan, perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan 
melalui serangkaian pekerjaan yang telah menghasilkan suatu tujuan yang 
diinginkan, suatu produk atau suatu akibat. Sebuah prosedur biasanya 
mengakibatkan suatu perubahan. 
3. Waktu kerja adalah periode waktu dimana seseorang melakukan 
pekerjaannya untuk mendapatkan upah tertentu. 
4. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya untuk 
memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan 
menurut Suryo Subroto, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa 
benda-benda maupun uang. 
5. Biaya pelayanan adalah biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya 
yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 
6. Sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai 
oleh seorang pegawai. Sasaran kerja pegawai memuat seluruh kegiatan 
tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. 







2.10 Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah konsep yang di dasarkan atas sifat-sifat yang 
didefenisikan yang dapat diamati (observasi) sehingga apa yang dilakukan oleh 
peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. 
2.2 Tabel Konsep Operasional 








Publik pada Kantor 
Kepenghuluan Siarang-arang 





a. Ramah dan tanggap 
b. Adil 
c. Kerjasama dan peran 
2. Prosedur 
 




3. Waktu a. Disiplin 
4. Fasilitas a.Fasilitas kerja 
b.Fasilitas pendukung 

















2.11 Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan 
alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Dan untuk lebih 
jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini. 














Sumber: Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 
 
 
Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Kepenghuluan 
Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 
Orientasi Pelayanan 
 1. Sikap petugas 
 2. Prosedur 
 3. Waktu 
 4. Fasilitas 
 5. Informasi biaya 
 6. Sasaran kerja 
Jenis-Jenis Pelayanan 
Ktp resi, surat domisili, surat 
pengantar nikah, surat 
keterangan tidak mampu, 
surat kematian dan lain-lain 
 
Pelayanan Prima pada Masyarakat 





3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian Analisis Kinerja Pegawai dalam Memberikan Pelayanan 
Kepada Masyarakat ini berada pada Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan 
Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian iini dilakukan pada bulan Januari hingga 
bulan Juli Tahun 2021. 
3.2 Jenis dan sumber Data 
Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menulis adalah 
deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, jadi 
berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa teknik analisa yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini deskriptif yaitu data akan diteliti atau dijelaskan 
dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman. Setelah semua 
data yang diperlukan diperoleh, baik itu data primer maupun sekunder, kemudian 
disusun sedemikian tepat dan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yakni 
dengan cara memberi gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti 
dengan disertai uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian. 
3.2.1 Jenis 
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian 
kulaitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara 





3.2.2 Sumber Data 
Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil 
penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek 
penelitian. Dalam hal ini data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. 
Penelitian kalitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan 
secara langsung fenomena yang terjadi pada suatu objek penelitian. 
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer nya yaitu data yang diperoleh langsung dari informan 
penelitian melalui wawancara atau interview berupa identitas responden dan hasil 
tanggapan yang diberikan responden tentang bagaimanakah Analisi Kinerja 
Pegawai dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh 
institusi, media internet, serta berbagai literature-literatur dan tinjauan pustaka 
yang relevan dan mendukung penelitian ini tentang Analisis Kinerja Pegawai 







3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, dokumentasi dan wawancara. 
a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang 
dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy 
atau pencatatan arsip resmi atau asli pemerintah desa. (Emzir, 2010) 
dokumentasi didalam penelitian ini berupa prosedur peraturan-peraturan 
dan laporan hasil pekerjaan berupa dokumen elektronik da tertulis. 
b. Teknik wawancara pada penelitian ini merupakan pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah 
respondennya relative kecil. (Emzir, 2010) wawancara merupakan 
interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling 
berhadapan yaitu dengan meminta informasi atau ungkapan kepada orang 
yang akan diteliti berputar disekitar pendapat dan keyakinan. 
c. Teknik Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 
pengamatan langsung dengan ojek penelitian atau suatu proses yang 
kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 
psikologis guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan 
penelitian. (Sugiono, 2014:145) atau dengan kata lain suatu penyelidikan 





3.4 Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi 
yang dibutuhkan dengan akurat. Informan penelitian meliputi: 
3.1 Tabel Informan Penelitian 

















Sumber: (Kantor Kepenghuluan Siarang-arang, 2021) 
1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dan penanggungjawab utama 
dalam menjalankan pelayanan publik dalam melayani masyarakat. 
2. Sekretaris Kepenghuluan dan KaSi Pembangunan sebagai pelaksana teknis 
dalam menjalankan pelayanan dalam melayani masyarakat. 
3. Masyarakat sebagai informan penelitian terdiri dati tokoh pendidikan, 









3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi suatu 
informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 
dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 
dengan kegiatan penelitian. Metode deskriptif kualitatif menurut analisis data 
yang dilakukan terus-menerus selama melakukan penelitian. Oleh karena itu, 
setiap langkah dalam penelitian saling berhubungan. Penelitian menggunakan 
analisis data model siklus yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1995) 
dalam buku metode penelitian kuantitaif dan kualitatif. Analisis data model siklus 
ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Reduksi data, penyajian data dan 
pengambilan keputusan atau verifikasi. Kemudian analisis dilakukan dengan 
menggabungkan ketiga komponen tersebut dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang 
mana dianggap menjadi pusat penelitian di lapangan, seperti teknik pengelolaan 
datanya sekedar membaca tabel, grafik, atau angka yang tersediakemudia 
melakukan uraian dan penafsiran. Metode yang digunakan untuk menganalisis 





b. Penyajian Data 
Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan 
tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis mendalami dan memahami 
peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut 
berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah 
menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang 
disederhanakan dan mudah dipahami. Yaitu peneliti berusaha untuk 
menggambarkan tentang pelaksanaan pelayanan publik pada kantor 
Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir serta 
menginterprestasikan data dan fakta yang penulis temukan dilapangan. 
c. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi 
Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau 
verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan 
sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di 
verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan yang telah dibuat oleh penulis 
dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas 





GAMBARAN UMUM PEELITIAN 
4.1 Sejarah Kepenghuluan Siarang-arang 
Pada awal mulanya Kepenghuluan Siarang-arang konon katanya, menurut 
para leluhur dan orang-orang tua terdahulu, Siarang-arang tunduk dibawah 
Kerajaan Rokan dan Kerajaan Tambusai. Setelah berakhirnya masa kerajaan dan 
jauh sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh 
Tokoh Bangsa Soekarno Hatta, Kepenghuluan Siarang-arang dipimpin oleh 
seorang Datuk Penghulu bernama Rasyid yang pada saat itu menjabat sebagai 
penghulu kampung selama 15 tahun yang dimulai pada tahun 1916 hingga 1930. 
Setelah lengsernya jabatan Bapak Rasyid yangdikarenakan beliau meninggal 
dunia, Kepenghuluan berpindah kedudukan kepada Bapak Jamaluddin yang 
dimulai kepemimpinannya pada tahun 1950 hingga 1970 dan dilanjutkan dengan 
Bapak Aban Suharni mulai dari tahun 1970 hingga 1994. Setelah berakhirnya 
masa jabatan Bapak Aban Suharni maka diadakan pemilihan Kepala Desa maka 
terpilihlah Bapak Drs. Abdul razak sebagai Datuk Penghulu yang dmulai masa 
jabatannya dari tahun 1994 hingga 2002. Pada berakhirnya masa jabatan Drs. 
Abdul Razak dan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Kepala Desa pada 
saat itu maka ditunjuklah oleh Instansi yang berwenang, maka terpilihlah 
Syamroh Zen sebagai Datuk Penghulu sementara untuk mengisi kekosongan yang 
terjadi mulai tahun 2002 hingga tahun 2004. Pada selanjutnya dilakukan 




kepemimpinan Bapak jumari dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2010. Setelah 
berakhirnya masa jabatan Bapak jumari maka diadakan pemilihan Datuk 
Penghulu kembali dan dimenangkan oleh Bapak Bahari M. Zein dengan 
periodesasi mulai tahun 2011 hingga 2017. Pada masa jabatan sekarang masih 
dibawahi oleh Datuk Penghulu Darmalis SE yang beliau menangkan pada 
pemilihan tahun 2017 lalu. 
Pada sebelumnya Kepenghuluan Siarang-arang merupakan hutan belantara 
yang digarap oleh masyarakat setempat sebagai ladang pencaharian dengan pola 
lading berpindahyang merupakan bentuk adat istiadat kehidupan masyarakat pada 
zaman itu. Seiring dengan berkembangnya dan kemajuan zaman, dari tahun ke 
tahun Kepenghuluan Siarang-arang semakin bertambah kependudukannya dengan 
adanya para pendatang dari luar daerah yang datang dan mentap tinggal di daerah 
Kepenghuluan Siarang-arang yang termasuk di dalamnya berasal dari daerah 
pulau Jawa dan area Sumatera sekitar. 
Sekitar pada tahun 1980 kepenghuluan Siarang-arang dikejutkan dengan 
kehadiran sebuah perusahaan besar yang ingin membuka usaha penggarapan lahan 
dan perkebunan Kelapa Sawit yang dikenal dengan nama Perusahaan Perkebunan 
PT. Tunggal Mitra Plantation. 
Kepenghuluan Siarang-arang merupakan salah satu Kepenghuluan dari 12 
Kepenghuluan yang berada di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan 
dengan jumlah penduduk paling besar kedua berdasarkan sensus/pendataan pada 




4.2 Visi Misi Kepenghuluan 
Visi kantor Kepenghuluan Siarang-arang: 
Visi Kepenghuluan Siarang-arang adalah “Mewujudkan Siarang-arang 
menjadi Kepenghuluan yang maju, adil, makmur dan bermartabat”. 
Misi kantor Kepenghuluan Siarang-arang: 
Misi Kepenghuluan Siarang-arang adalah “Untuk mewujudkan dan 
merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi kantor 
Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang 
terdiri dari tiga misi utama, antara lain: 
1. Menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan yang partisipatif, 
akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan. 
3. Meningkatkan infrastruktur melalui peningkatan prasarana jalan, energy 
listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan 
ruang dan perumahan. 
4.3 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Kepenghuluan 
a. Kepala Desa atau Pendhulu Kepenghuluan Siarang-arang dan 
Perangkatnya sudah ada di kantor jam 07.30 WIB, 30 menit persiapan 





b. Tutup kantor jam 12.00 WIB kemudian dilanjutkan penyelesaian 
administrasi dan istirahat untuk shalat dan makan lalu dibuka kembali 
pada jam 14:00 hingga jam 16:00 
c. Tidak diperkenankan pulang jika pekerjaan belum selesai. 
d. Jika terjadi kelebihan waktu maka akan dihitung lembur. 
e. Konsepnya adalah pekerjaan hari ini harus diselesaikan hari ini juga, tidak 
ada istilah penundaan pekerjaan terkecuali ada hal-hal yang mendesak 
dimana Perangkat Kepenghuluan dan Staf harus meninggalkan kantor 
dengan terlebih dahulu minta izin kepada Kepala Desa atau Datuk 
Penghulu. 
f. Hari kerja dari hari senin s/d jum’at tutup kantor pukul 12.00 WIB untuk 
istirahat, shalat dan makan lalu di lanjutkan hingga jam 16:00, khusus 
untuk hari jumat tutup kantor paling cepat pukul 11.30 WIB untuk shalat 
jum’at dan makan siang lalu di lanjutkan hingga jam 16:00. 
g. Perangkat Kepenghuluan dan Staf harus berpakaian seragam, sesuai 
dengan apa yang telah di tentukan. 
h. Jika Perangkat Kepenghuluan dan Staf minta izin/tidak bekerja satu hari 
sebelumnya sudah harus menyampaikan kepada Datuk Penghulu dimana 
sore hari sebelum pulang kantor agar ada berita acara serah terima tugas 
diketahui/ditandatangani oleh Datuk Penghulu. Izin untuk tidak bekerja 
maksimum dua hari. Bagi Perangkat Kepenghuluan dan Staf yang 




i. Setiap Perangkat Kepenghuluan dan Staf harus mengisi absensi 
kedatangan dan kepulangan. 
j. Setiap Perangkat Kepenghuluan dan Staf wajib memberikan senyum dan 
sapa kepada setiap orang/masyarakat yang datang ke kantor. 
k. Datuk Penghulu wajib mengadakan evaluasi kerja secara berkala bersama 
seluruh perangkat Kepenghuluan dan staf dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, mengevaluasi terhadap rencana kerja atau 
target-target yang ingin dicapai. 
l. Setiap   Perangkat Kepenghuluan dan Staf   diwajibkan atau tidak boleh 
menolak jika ditugaskan untuk ikut pendidikan dan pelatihan dalam 
rangka meningkatkan sumber daya manusia. 
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi 
Bagian-bagian tugas pokok dan fungsi dari aparat pemerintahan 
kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu: 
1. Penghulu/Kepala Desa 
Penghulu memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa atau 
kepenghuluan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
yang dimaksud berdasarkan PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015 tentang 






a. Menyelengarakan pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, 
pembinaan masalah pertanahan, ketentraman, dan ketertiban, 
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 
kependudukan, dan penataan serta oengelolaan wilayah. 
b. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lemabaga lainnya. 
2. Sekretaris Desa 
Sekretaris desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam 
mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, 
mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan desa. Untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris desa 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan tugas kepala desa jika kepala desa berhalangan 
hadir atau diberhentikan sementara. 
b. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa. 
c. Pengkoordinasi penyelenggaraan tugas dan urusan. 
d. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi 
pemerintahan desa dan kemasyarakatan. 
e. Mengumpulkan dan mengevaluasi serta merumuskan data dan 
program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat 






3. Kepala Urusan Umum 
Kepala Urusan Umum memiliki tugas pokok yaitu membantu 
sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan 
kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mengarsipkan 
bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi dari Kepala Urusan Umum 
adalah: 
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, ekspedisi dan penataan administrasi 
perangkat desa, penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat dan aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan 
pelayanan umum. 
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 
4. Kepala Urusan Keuangan 
Tugas pokok dari Kepala Urusan Keuangan adalah membantu 
sekretaris desa dalam melakukan pengelolaan sumber pendapatan desa, 
pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan 
penyusunan APB Desa. Adapun fungsi dari Kepala Urusan Keuangan 
adalah: 
a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa. 
b. Pelaksanaan pengelolaan APB Desa. 
c. Persiapan bahan penyusunan APB Desa. 





5. Kepala Seksi Pemerintahan 
Kepala Seksi Pemerintahan memiliki tugas pokok sebagai membantu 
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi 
kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan 
penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Adapun 
fungsi dari Kepala Seksi Pemerintahan adalah: 
a. Pelaksanaan kegiaatan administrasi pertanahan dan kependudukan. 
b. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa. 
c. Persiapan bantuan dalam melaksanakan kegiatan menata 
masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan 
ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pertanahan sipil. 
6. Kepala Urusan Perencanaan/Pembangunan 
Kepala Urusan Perencanaan/Pembangunan memiliki tugas pokok 
berupa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan 
potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 
pelayanan masyarakat, serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 
pelaksanaan tugas pembangunan. Adapun fungsi dari Kepala Urusan 
Perencanaan/Pembangunan adalah: 
a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kebijakan perkembangan 
ekonomi masyarakat. 




7. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas yaitu 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksnakan 
program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Adapun 
fungsi dari Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat adalah: 
a. Melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana desa. 
b. Penyiapan dan pelaksanaan bahan program pemberdayaan 
masyarakat dan sosial masyarakat. 
c. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan beragama dan 
kehidupan beragama. 
d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa. 
8. Kepala Seksi Pelayanan 
Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi yaitu: 
a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat. 
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat. 
c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 
ketenagakerjaan. 
d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan motivasi pembangunan 
kemasyarakatan. 





4.5 Letak Geografis  
Kepenghuluan Siarangarang terletak di dataran tinggi yang ber-jarak + 12 
KM ke arah Timur dari kota kecamatan, mempunyai luas wilayah 13.774 Ha. 
Kepenghuluan Siarangarang terbagi ke dalam 5 Dusun terdiri dari: 
1. Dusun  I   : berjumlah, 2 RW dan 7 RT 
2. Dusun  II   : berjumlah, 3 RW dan 6 RT 
3. Dusun  Usaha Baru  : berjumlah, 3 RW dan 9 RT 
4. Dusun  Pemukiman : berjumlah, 3 RW dan 9 RT 
5. Dusun KM.8  : berjumlah,  3 RW dan 8 RT 
4.1 Tabel Luas dan Batas Wilayah Kepenghuluan 
Batas Kepenghuluan/Kelurahan Kecamatan 
Sebelah Utara Kep. Perkebunan Siarangarang Pujud 
Sebelah Selatan Kep. Kasang Padang/Jurong Bonai Darussalam-Rohul 
Sebelah Barat Kep. Sukajadi dan Babussalam Rokan Pujud 





Sumber: (Kepenghuluan Siarang-arang, 2014) 
4.6 Penduduk Dan Mata Pencaharian 
4.6.1 Jumlah Penduduk 
Berdasarkan sensus/Pendataan penduduk tahun 2014, Kepenghuluan 
Siarang-arang mempunyai jumlah penduduk 3.139 Jiwa, yang tersebar di 4 dusun 
( Dusun I Siarangarang, Dusun Usaha Baru, Dusun Pemukiman , dan Dusun KM 
8 ) dan 13 RW, serta 39 RT dan dapat dilihat dari perician yang di jabarkan 




4.2 Tabel Jumlah Penduduk Kepenghuluan Siarang-arang 
JUMLAH PENDUDUK KEPENGHULUAN SIARANGARANG 
a. Jumlah Penduduk Laki-laki 1.582 Jiwa 
b. Jumlah Penduduk Perempuan 1.557 Jiwa 
c. Jumlah Total ( a+b ) 3.139 Jiwa 
d. Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) 783pala Keluarga 
Sumber: (Kepenghuluan Siarang-arang, 2014) 
4.6.2 Mata Pencaharian 
Penduduk Kepenghuluan Siarangarang Sumber pencahariannya terdiri dari 
Petani/Pekebun,Nelayan,Buruh Tani,berdagang dan Pegawai Negeri Sipil, maka 
dengan sendirinya sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian 
sebagai petani, hal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
4.3 Table Mata Pencaharian Masyarakat 
Jenis Pekerjaan 
Laki-laki 
( Orang ) 
Perempuan 
( Orang ) 
Jumlah 
( Orang ) 
1. Petani 599 181 780 
2. Buruh Tani 289 57 346 
3. Pegawai Negeri Sipil 28 20 48 
4. Pengrajin Industri Rumah Tangga 1 1 2 
5. Pedagang 105 83 188 
6. Peternak 8 - 8 
7. Nelayan / Keramba 308 54 362 
8. Tenaga Honorer 43 57 100 
9. TNI 1 - 1 
10. POLRI - - - 
Jumlah 1.382 453 1.835 





4.6.3 Pola Potensi Sumber Daya Alam 
Penggunaan tanah di Kepenghuluan Siarangarang sebagian besar diperuntukan 
untuk lahan perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh masyarakat dan pihak 
industri pertanian, sedangkan sisanya untuk lahan pekarangan yang merupakan 
bangunan perumahan dan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk keperluan dan 
kepentingan masyarakat, seperti pasar tradisional, puskesmas, posko penanganan 
Covid-19, sarana beribadah, lapangan dan gedung olahraga, sarana pendidikan 
dan  lainnya. 
4.4 Tabel Jenis-Jenis Perkebunan Kepenghuluan Siarang-arang 
Jenis Perkebunan Luas (Ha) 
1. Tanah Perkebunan Rakyat - 
2. Tanah Perkebunan Negeri - 
3. Tanah Perkebunan Swasta   500 Ha 
4. Tanah Perkebunan Perseorangan 9.192 Ha 
Total Luas (1+2+3+4) 9.692 
Sumber: (Kepenghuluan Siarang-arang, 2014) 
 
4.7 Agama Dan Kepercayaan 
Mayoritas agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Kepenghuluan 
Siarang-arang adalah islam. Berdasarkan jumlah masyaraat menurut agama dapat 
dilihat seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
4.5 Tabel Sarana Beribadah 
Jenis Prasarana Jumlah ( Buah ) 
1. Masjid 5 Buah 
2. Langgar / Surau / Musholla 2 Buah 
3. Gereja  
4. Lainnya  




4.8 Etnis Adat Istiadat Dan Kebudayaan 
Adat istiadat merupakan aturan yang dibuat oleh pemuka adat secara 
musyarawah dan dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat dan memegang peran 
penting di dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun dari generasi ke 
generasi yang harus dilaksanakan dari masing-masing kepala suku kepada anak-
kemanakannya. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, adat istiadat 
Kepenghuluan Siarang-arang adalah: 
4.6 Tabel Etnis dan Suku Masyarakat 
ETNIS/SUKU 
Laki-laki 
( Orang ) 
Perempuan 
( Orang ) 
Jumlah 
( Orang ) 
1. Melayu 878 883 1.761 
2. Batak 101 132 233 
3. Jawa 590 529 1.119 
4. Minang 7 8 15 
5. Nias 6 5 11 
Jumlah 1.582 1.557 3.139 
Sumber: (Kepenghuluan Siarang-arang, 2014) 
Dalam kehidupan masyarakat Kepenghuluan Siarang-arang, perkawinan 
merupakan acara yang sacral yang bukan hanya dipandang sebagai sebuah pesta 
pengikat antara mempelai laki-laki dan perempuan, namun juga sebagai bentuk 
kerjasama dan rasa kekeluargaan yang tinggi yang dilaksanakan secara gotong 
royong bersama-sama yang diibaratkan dengan pepatah ”Berat sama dipikul 




Bukan hanya adat perkawinan saja yang dilaksanakn dengan cara 
bergotong royong bersama-sama, banyak kegiatan yang dilakukan bersama seperti 
gotong royong pembersihan kampung dan acara kenduri tolak bala, semua itu 
dilakukan dengan cara bergotong royong bersama-sama penduduk kepenghuluan. 
Adat ini dilakukan masyarakat kepenghuluan Siarang-arang sudah dari 
turun-temurun yang dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadhan dan sesudah 
Hari Raya Idul Fitri, yaitu melakukan ziarah kubur ke makam sanak saudara dan 
kerabat dengan membawa air dan bunga rampai serta membacakan ayat suci Al-
Qur’an ataupun surat Yasin. 
Pada saat sehari sebelum memulai puasa pada bulan suci Ramadhan para 
masyarakat melayu Kepenghuluan Siarang-arang akan memulai acara mandi 
Belimau yang dilakukan di aliran sungai Rokan dan yang bersuku Jawa akan 
memulai acara mandi Dangir di rumah masing-masing, dan hal ini masih terus 












4.9 Organisasi Kantor Kepenghuluan Siarang-arang 
kantor Kepenghuluan Siarang-arang memiliki struktur organisasi 
kepemimpinan di lingkungan aparatur Kepenghuluan dapat dilihat pada bagan di 
bawah ini. 

























































Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Pulik Pada Kantor Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud 
Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat 6 (enam) indicator yaitu sikap pegawai, 
prosedur pelayanan, waktu, fasilitas, biaya pelayanan, sasaran kerja yang dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Sikap pegawai 
Sikap adalah segala tindakan dan perbuatan yang berdasarkan pada 
pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluative 
terhadap segala sesuatu. Bisa berupa objek, orang atau peristiwa. Sikap 
mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai 
tiga komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan 
bahwa pada aspek sikap ramah dan tanggap serta adil, pegawai 
kepenghuluan belum menerapkan sikap ramah dan tanggap dalam 
melayani masyarakat. Padahal seharusnya sikap ramah dan tanggap serta 
adil dapat diterapkan di kantor kepenghuluan siarang-arang dalam 







2. Prosedur pelayanan 
Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang 
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu 
memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Berdasarkan dari 
penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada aspek 
prosedur pelayanan pegawai dapat memberikan kejelasan prosedur 
pelayanan sehingga masyarakat dan pegawai tidak kesulitan dengan 
prosedur pelayanan yang berbelit-belit sehingga dapat menerpkan aspek 
efektif dan efisien terhadap produk pelayanan yang berupa barang dan 
jasa. 
3. Waktu disiplin pegawai 
Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan jam operasional kerja masih 
banyak pegawai yang berkeliaran atau mangkir seperti berada di kantin 
atau keluar untuk urusan pribadi tertentu. Tentu hal ini menyangkut 
profesionalitas para pegawai terhadap kewajiban sebagai pegawai. Tentu 
hal ini bisa berujung pemberian sanksi jika dilakukan secara terus-
menerus. 
4. Fasilitas 
Kelengkapan sarana dan prasarana kerja serta pendukung kegiatan kerja 
lainnya yang memadai yang dapat mempermudah serta memperlancar 
suatu usaha dapat berupa benda ataupun uang. Pada penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa fasilitas kerja pada kantor kepenghuluan 





masjid yang indah, kamar mandi yang bersih, dan ruang tunggu yang 
nyaman, namun pada aspek unit computer, mesin cetak, serta meja dan 
kursi pegawai sedang diusahakan dalam pemenuhan sesuai jumlah 
pegawai. 
5. Biaya pelayanan 
Biaya pelayanan atau tarif pelayanan dikenakan kepada masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran yang merupakan sebagai 
bentuk biaya ganti rugi dalam bentuk barang dan jasa yang memerlukan 
alat transportasi untuk menuju kantor kabupaten yang memerlukan waktu 
yang tidak singkat. 
6. Sasaran kerja pegawai 
Kendala-kendala yang muncul dalam sasaran kerja pegawai adalah aspek 
kemampuan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan 
sehingga perlunya peningkatan kemampuan yang dapat menunjang 
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta penerapan fungsi 
pegawai. 
7. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan oleh pegawai kepada 
masyarakat adalah tingkat kediplinan dan rendahnya tingkat pendidikan 
pegawai kantor kepenghuluan. Aparatur kepenghuluan Siarang-arang tidak 
cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini 
terlihat dari belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai 





pegawai yang rendah. Pada saat jam kerja berlangsung tidak sesuai dengan 
aturan yang berlaku dan proses pelayanan yang lambat dan melelahkan 
sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam menyelesaikan perkara-
perkara yang ingin diselesaikan dengan sesegera mungkin. 
8. Upaya dalam meningkatkan pelayanan publik dari pegawai kantor 
kepenghuluan Siarang-arang adalah dengan cara meningkatkan pendidikan 
dan pengetahuan serta pelatihan-pelatihan dan pembinaan, melakukan 
pengawasan terhadap kinerja pegawai kantor kepenghuluan, memberikan 
sanksi tegas kepada pegawai, dan bukan hanya sanksi namun juga teguran 
secara keras. Hal ini dikarenakan jika dilakukan sanksi secara ringan maka 
pegawai akan merasa tidak takut dan akan mengulanginya dikemudian hari 
maka diharapkan sanksi yang berlaku harus sesuai dengan pelanggaran 
yang telah dilakukan oleh pegawai agar pegawai nantinya merasa takut 
dan jera untuk melakukan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga terdapat kejelasan sanksi 
yang akan di dapat, bisa diberhentikan atau dicopot dari jabatan yang 
diemban oleh pegawai, sehingga pegawai tidak bisa semena-mena 










Berdasarkan dari kesimpulan penelitian yang penulis tulis di atas, maka 
penulis memberikan berupa beberapa saran yakitu sebagai berikut: 
1. Dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pihak pegawai kantor 
kepenghuluan agar lebih dapat meningkatkan kualitas kinerja sebagaimana 
semestinyadalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat 
agar terselenggarakan pemerintahan yang baik dan prima. Untuk perangkat 
kepenghuluan Siarang-arang diharapkan mampu melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang desa, sehingga tata pemerintahan kepenghuluan 
Siarang-arang dapat berjalan dengan baik. 
2. Untuk mengatasi masalah pelayanan publik yang diberikan dari aparatur 
kepenghuluan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah 
bisa berbesar hati dalam menerima segala macam bentuk masukan, kritik 
dan saran untuk mengoptimalkan kinerja para pegawai agar pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien serta 
optimal. 
3. Untuk masyarakat di kepenghuluan Siarang-arang agar selalu dapat 
mendukung dan tentunya memberikan nasihat serta masukan kepada 
aparatur dalam kegiatan yang berbentuk membangun kepenghuluan 
Siarang-arang agar menjadi lebih baik dan mansyarakat Kepenghuluan 
Siarang-arang hendaknya melakukan pengawasan terhadap perangkat 
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A. Sikap Petugas 
 
1. Apakah sikap pegawai ramah dan tanggap dalam memberikan pelayanan? 
2. Apakah sikap petugas adil dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat? 
3. Bagaiaman sikap kerjasama dan peran yang dilakukan oleh aparatur 
kepenghuluan Siarang-arang? 
 
B. Prosedur Pelayanan 
 
1. Bagaimana tahapan pelayanan yang terjadi? 
2. Bagaimana akses kemudahan yang didapat oleh masyarakat terkait dengan 
pelayanan yang terjadi di kantor kepenghuluan? 
3. Apakah aparatur pegawai sudah melakukan pelayanan dengan efisien? 
4. Apakah pelayanan pegawai sudah efektif? 
 
C. Waktu Kerja 
 




1. Apa saja fasilitas kerja yang terdapat pada kantor kepenghuluan? 
2. Apa saja fasilitas pendukung yang terdapat pada kantor kepenghuluan 
Siarag-arang? 
 
E. Biaya Pelayanan 
 
1. Bagaimana kejelasan tentang kepastian biaya dalam pelayanan yang harus 
dibayar oleh masyarakat? 
 
F. Sasaran Kerja 
 
1. Bagaimana tingkat kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai? 
2. Bagaimana tingkat kuantitas produk pelayanan yang terjadi di kantor 
kepenghuluan? 
3. Apakah pegawai sudah menerapkan fungsi dari jabatan yang diemban? 










Narasumber 1: Datuk Penghulu: Darmalis, SE 
 
 






Narasumber 3: Kasi Pemerintahan: Citra Irawan 
 
 








Narasumber 5: masyarakat:  Nurlia 
 
 










Narasumber 7: masyarakat: Marpiatun 
 
Narasumber 8: Masyarakat: Kamima 
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